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Abstract

The overall purpose of this study was to developaerstanding of the Triple Helix model on
tourism services. There are three institutions aipl& Helix: university-industry-government, which
each others relate and work together to contribfotetourism development. The study was conducted on
the rules of tourism in Indonesia. It was foundtttiee Triple Helix Ill model is the synergic modet
Indonesia tourism development. Each party: Acaddmdastry-Government could be contribute to
develop tourism assets according to the each céipacand capabilities. The universities, industnda
together with government could be elaborate thegyic discussions, solve the problems, formulatd a
implement of tourism policies.
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Pendahuluan

Jumlah kunjungan wisatawan di berbagai belahanadienus meningkat. Menurut WTO
(World Tourism Organization), pada Agustus 2012mlah kunjungan wisatawan dunia
meningkat 4% dibanding bulan yang sama tahun 2@f10 yakin pertumbuhan ini dapat
dijadikan barometer peningkatan jumlah kunjungasatéiwan dunia, sehingga target jumlah
kunjungan selama tahun 2012 akan mencapai lebihldailyar orang. Pertumbuhan jumlah
kunjungan ini terutama disumbang oleh peningkataat kli Asia, Asia Pacific dan Afrika,
kemudian disusul Amerika dan Eropa, sedangkan Aeragah baru menunjukkan perbaikan
kondisi setelah mengalami krisis sebagaimana dirM@éTO, 2012). Berbagai pihak yakin,
pembangunan industri pariwisata menjadi sumberngi&atan perekonomian. Selain itu, telah
terbukti pula industri pariwisata berdampak posiifyi sektor lain. Agar pembangunan industri
pariwisata mencapai keberhasilan prima, para pelattustri pariwisata perlu mensinergikan
semua unsur potensi alam, tenaga kerja, kapigal, gbtensi budaya masyarakat setempat
(Dieke, 2003:294., Basu, 200:907). Kemajuan paatsidalam meningkatkan perekonomian
dari mendorong kemajuan sosial masyarakat, sehimqgmavisata dapat menjadi kunci
penggerak kemajuan bagi ekonomi-sosial masyardkat ‘a key driver for socio-economic
progress’ Pertumbuhan permintaan layanan kepariwisataamadi penyumbang pertumbuhan
ekonomi dunia. Kondisi demikian diperkirakan akarus melaju di berbagai negara termasuk
di negara-negara sedang berkembang (WTO, 2012).

Berdasarkan perhitungan WTO, di berbagai negara,majume bisnis kepariwisataan
itu sama bahkan telah melampaui volume ekspor medapor produk makanan, dan otomotif.
Pariwisata telah menjadi salah satu bisnis intéonak sangat besar bagi negara-negara maju,
dan beberapa negara berkembang menjadikan paawssfiagai sumber penerimaan utama.
Pertumbuhan pariwisata dunia yang terus melajuktitigpas dari makin meningkatnya
diversifikasi dan kompetisi antar destinasi wisMarO, 2012). Para akademisi menunjukkan
perhatian yang makin meningkat untuk mengkaji sedariah masalah kepariwisataan (Law
dkk, 2010:455). Beragam kajian dengan bermacam-matienensi analisis diterapkan oleh
para peneliti di berbagai perguruan tinggi. Di &&1, komunitas dalam perguruan tinggi secara
umum memiliki antusias mempelajari kepariwisataangy menghubungkan dengan berbagai
keilmuan. Para mahasiswa yang mempelajari kepataas berharap setelah menyelesaikan
studinya mendapat pekerjaan sesuai karir yang dideamnya di bidang kepariwisataan.
Mereka berharap agar meraih penghasilan yang menmadadapatkan banyak pengalaman
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dari perusahaan yang ditempatinya, dan dapat mémkamajuan perusahaannya (Chuang dan
Mary, 2010:512).

Pengembangan setiap kawasan wisata perlu memeeulegiaan 4 komponen aset
kepariwisataan yakni: 1ttraction atau atraksi wisata, 2)ccessibilityatau aksesibilitas, 3)
amenityatau ameniti, dan 4ancillary atau ansilari (Cooper dkk, 1993:81., Sugiama, 2011)
Atraksi wisata mencakup daya tarik alam, budaya wiank minat khusus. Wisatawan dapat
menjangkau kawasan wisata yang memiliki atraksigyditarinya, maka perlu penyediaan
prasarana dan sarana transportasi sebagai pemefadilias aksesibilitas. Wisatawan tentu
memerlukan makanan, minuman dan tempat menginamadberada di kawasan wisata, oleh
karena itu perlu penyediaan pemenuhan kebutuhamadasi atau layanan ameniti. Berbagai
pihak perlu bersatu padu mengusahakan layananayigatuk menghimpun kerjasama antar
pihak dimaksud diwahanai melalui penyediaan kompaaesilari. Namun di sisi lain, upaya
memadukan seluruh komponen dimaksud seringkali apatdhambatan (MacLaurin dan
Wolstenholme, 2008:320-331, Wargenau dan Debof6:25-60, Cooper dkk, 1993:81).

Sebagaimana diungkapkan di atas, perguruan tirtggighak akademia memiliki peran
penting dan sangat strategis untuk mendukung dksakepariwisataan. Menurut Etzkowitz
dkk, daya dukung tersebut dapat diwujudkan dalamubepenelitian dan pengabdian akademia
bagi industri serta kontribusinya pada pemerinfatiinya ada keterkaitan antara tiga pihak
yakni “Akademia-Industri-Pemerintah” dalam mengendian kepariwisataan terutama untuk
destinasi di mana ketiga pihak itu berada. Berkemngan keterkaitan 3 pihak tersebut telah
ditemukan sebuah model yakiiiple Helix Model(Etzkowitz dkk, 2007:14).

Model Triple Helix dikenal ada tiga bentuk dan satu di antaranyatddipplikasikan
sesuai dengan tatanan di mana model ini akan pikena Ketiga bentuk tersebut A etatistic
model of university—industry—government relatio@$.A “laissez-faire” model of university—
industry—government relationsdan 3) The Triple Helix Model of University—Industry—
Government RelationgEtzkowitz dan Loet, 2000:109., Martin, 2011). Ikshanya bagi
pengembangan kepariwisataan di Indonesia, madiih pembenahan dan merancang hubungan
holistik antara tiga pihak sebagaimana dimaksudmahnodelTriple Helix tersebut. Hal ini
penting dikaji baik secara konseptual maupun peéaig@mpirik, karena terbukti kepariwisataan
Indonesia masih jauh tertinggal dibanding dengagareenegara lain terutama negara tetangga
sebagaimana Singapura dan Malaysia yang memililgia kunjungan wisatawan mancanegara
(Wisman) jauh lebih banyak dibandingkan yang datentpdonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah kuggn wisman ke Indonesia, dari
Januari 2011 hingga September 2011, mencapai Gté@lojang. "Jumlah ini naik 8,26 persen
dibandingkan jumlah wisman pada periode yang sahant 2010, sebesar 5,19 juta orang
(Budpar, 2012). Jumlah kunjungan wisman ke Indenesida April 2012 mencapai 626.100
wisman atau naik 2,96% dibandingkan April 2011 sab&08.093 wisman. Sementara secara
kumulatif, jumlah kunjungan wisman periode Jandgoifl 2012 sebanyak 2.529.896 wisman
atau tumbuh 8,9% dibandingkan periode yang sama 28hesar 2.323.039 wisman (budpar,
2012). Di tengah-tengah ketidakpastian perekonondania, perkembangan wisman yang
datang ke Indonesia hingga April 2012 tumbuh 8.9%anmting tahun lalu masih
menggembirakan. Apalagi kenaikan ini masih di g@sumbuhan turis dunia yang berkisar di
angka 5% (budpar, 2012).

Permasalahannya, bagaimana kerangka kerja konkepteagembangan aset
kepariwisataan yang melibatkan tiga pihak akadeéndastri-pemerintah secara holistik
sebagaimana dimaksudkan dalam Motigble Helix” Berkenaan dengan hal tersebut, menarik
dikaji secara kritis mengenai hubungan Akademiastid-Pemerintah melakukan inovasi
kepariwisataan, sehingga kepariwisataan Indondsaa anencapai kemajuan berarti. Untuk
itulah, dapat diajukan topik mengenai “pengembangset pariwisata” dengan menerapkan
“model Triple HeliX' yang secara substantif ditujukan untuk pengembarniepariwisataan
Indonesia. Adapun judul yang relevan dielaborasilad “kerangka kerja pengembangan aset
pariwisata dari modélriple Helix: Hubungan Akademia-Industri-Pemerintah.”
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Mengacu pada sumber masalah sebagaimana dipapdalan latar belakang di atas,
dapat dirumuskan masalah yang perlu dielaborasniydlenis modelTriple Helix manakah
yang tepat diterapkan untuk mengembangkan kepat&ds di Indonesia. Peran apa sajakah
untuk mengembangkan aset kepariwisataan yang pédkukan oleh masing-masing pihak
Akademia-Industri-Pemerintah. Berkenaan dengan(8ugertanyaan di atas, dapat ditetapkan
tujuan yang dapat dicapai yakni: 1) untuk mendagratkkurasi jenis modélriple Helix yang
tepat diterapakan dalam mengembangkan aset kepatdan di Indonesia. 2) untuk
mendapatkan gambaran umum peran masing-masing pihEm mengembangkan aset
kepariwisataan baik peran bagi akademia, industtipun untuk pemerintah.

Bahan dan Metode

Sebuah rencana pengembangan pariwisata dapatafigaootuk sebuah destinasi wisata
atau Daerah Tujuan Wisata (DTW), Satuan Kawasamatd/i§SKW), maupun untuk sebuah
Kawasan Wisata (KW). Pengembangan pariwisata dapseafiaerah atau destinasi wisata
memerlukan kerangka kerjdrgmeworB yang tepat. Mathieson dan Wall (dalam Sugiama,
2011) membagi tiga elemen sebagaimana dicerminlkdnGambar 1.
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A Conceptual Framework of Tourism
(Sumber: Mathieson dan Wall dalam Sugiama, 2011)

36



Jurnal Orasi Bisnis Edisi ke-X, November 2013
ISSN: 2085-1375

Ketiga elemen tersebut adalalbynamic ElementElemen dinamik ini mencerminkan
tingkat permintaan layanan kepariwisataan. Tinggidahnya permintaan senantiasa berubah
dari waktu ke waktu. Banyak faktor yang berpengatefnadap naik turunnya permintaan
tersebut di antaranya faktor harga layanan wisaialitas layanan, daya beli masyarakat, dan
lain-lain. Setiap destinasi wisata tentu perlu negnigangkan bentuk layanan kepariwisataan
yang sesuai dengan permintaan pasar. Berkenaaardaagini bentuk kepariwisataafofm of
tourism) yang dikembangkan didasarkan pada pemuasan ketutlan keinginan wisatawan
bersangkutan. Inilah dasar utama pengembangan ikigsiaan yakni harus berbasis pada
customer satisfaction and market driveArtinya layanan wisata yang berorientasi pada
kepuasan wisatawan dan hanya selalu memperhatgartuhan serta keinginan pasar.

Static elementElemen ini mencakup dua sisi berbeda yakni sighlkeristik wisatawan
dan karakteristik destinasi wisata. Pasar (wisatqwaemiliki karakteristik yang heterogen
dalam permintaannya. Mereka berbeda dalam lamgdirfgngth of stayatauduration of stay
di destinasi wisata yang ditujunya. Wisatawan tgttenungkin hanya datang pagi dan kembali
sore atau malam harorfe day trip misal wisatawan dari Jakarta yang berkunjung ltaK
Bandung yang memungkinkan melakukare day trip Wisatawan lainnya mungkin menginap
di destinasi tersebutoyernigh), bahkan wisatawan tertentu mungkin menginap kingg
beberapa minggu di sebuah destinasi umpamanyaawigat mancanegara (wisman) yang
berlibur di Pulau Bali.Type of tourist activitydari beragam mungkin ada yang berekreasi
dengan aktivitas rendaHog activity) seperti berjalan-jalan di tepi pantai, ada daang
beraktivitas sedangredium seperti bersepeda di sekitar pantai, dan bertdgitinggi figh)
misal berselancar di tepi laut atau menyelam dakedan laut.

Berdasarkatevel of usagevisatawan terhadap fasilitas layanan dari beraydisatawan
tertentu memanfaatkan sangat rendah fasilitas disegliakan, dan wisatawan lainnya sangat
tinggi. Wisatawan yang berkunjung hanya sehari Jabth rendah pemanfaatan fasilitas wisata
dibanding dengan wisatawan yang menginap berharichadestinasi bersangkutan. Setiap
wisatawan yang telah mendapatkan layanan wigatat (purchase akan mencapai tingkat
kepuasan yang berbeda-beda, ada yang sangat puasdagpula yang sangat kecewa atas
kualitas layanan wisata yang diterimanya. Semaikiggt tingkat kualitas layanan, semakin
tinggi pula tingkat kepuasan yang diraih wisatawdan sebaliknya. Sedangkan dsocio-
economic characteristicsvisatawan dari beragam. Kelompok wisatawan tertenemiliki
kemampuan ekonomi yang tinggi, sedangkan yang jailoerekonomi rendah. Keseluruhan
karakteristik di atas berada di sisi permintaam &iai pasar (wisatawan), adapun sisi lainnya
adalah di sisdlestination characteristics

Karakteristik destinasi mencerminkan ciri-ciri teahpujuan wisatawan yang di dalamnya
terutama mencakup kondisi lingkungan, struktur ekain organisasi politik, tingkat
pengembangan kepariwisataan, dan struktur sosiala skeorganisasian di destinasi
bersangkutan. Kondisi lingkungan destinasi wisada gang terawat dengan baik karena
menerapkan konservasi alam secara ketat, sedadgkastinasi lain lingkungan alamnya telah
rusak karena pengembangannya tidak berbasis padeliparaan lingkungan. Perekonomian
dari beraneka ragam ada destinasi wisata yang qrasakannya bertumpu pada industri
modern, sedangkan destinasi lain mengandalkannigmteSecara politis dari berbeda-beda, ada
yang terbuka dan tertutup untuk dikunjungi wisataw&dapun untuk keorganisasian artinya
sebuah destinasi yang dikelola secara baik dan kdidy oleh sejumlah organisasi
kepariwisataan baik organisasi pemerintahan, ma@pganisasi swasta dan organisasi sosial
masyarakat setempat. Baik karakteristik wisatawaaupun ciri-ciri destinasi wisata, kedua-
duanya berperan sangat berarti (signifikan) bagjummndurnya kondisi tempat tujuan
wisatawan fourist destinatioy mendorong perkembangan destinasi bersangkyi@ssire
generation, dan terhadap tingkat keterlibatacarfying capacity berbagai pihak yang
mendapat kemanfaatan di destinasi bersangkutan.

Consequential elemerElemen konsekuensial ini mencerminkan dampak grebgngan
kepariwisataaniifipact of tourist. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkanngautama
bagi perekonomian, fisik, dan dampak sosial. Danipak ekonomi antara lain meningkatkan
pendapatan masyarakat, mendatangkan devisa, merkbsd#mpatan kerja, dan memperlancar
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arus penjualan barang serta jasa. Dampak bagiuhggn fisik antara lain berperan dalam
mengkonservasi alam, dan sebaliknya dapat berdabgmikkerusakan alam. Kehidupan sosial
masyarakat setempat dari dapat terkena dampak ipat@nvbaik berdampak positif maupun
negatif. Tingkat kehidupan sosial masyarakat dapahingkat lebih baik misal adanya
perbaikan hubungan masyarakat setempat denganlpéralatau malah kondisi sosial menurun
karena adanya kontaminasi sosial bagi masyarakampat misal kekerasan, kecemburuan
sosial dan lain-lain. Untuk mengatasi dampak tersdapat terkendali dengan baik, maka perlu
kebijakanimpact controlyang mencakup kebutuhan finansial, kebijakan mamajestrategi,
panduan informasi keterlibatan kapasitas berbaghakp dan pengendalian dari segi
kerekayasaan di destinasi bersangkutan.

Sebagai konsep, kualitas layanan telah diterimbdggi pihak, karena itu topik ini sangat
populer sejak pertengahan tahun 1980-an hingga tatain 2000-an ini. Hal ini didasari
keyakinan para ilmuwan dan praktisi bahwa, kualitggmnan dapat dijadikan andalan untuk
berkompetisi (Prayag, 2007:494). Demikian pula knpengembangan kualitas layanan
destinasi wisata. Setiap destinasi disiapkan untelayani kedatangan wisatawan. Untuk itu di
dalam sebuah destinasi harus disediakan berbagjiitafa yang berkualitas untuk melayani
wisatawan yang memungkinkan wisatawan dapat tinggalmenginap lebih lama di destinasi
bersangkutan. Ada 4 (empat) komponen aset kepat@gis atauourism componentgang
perlu disediakan di sebuah destinasi. Keempat koempdersebut yakni: atraksi, akesibilitas,
amenitas, dan ansilari sebagaimana dicerminkanmdalabel 1. (Cooper dkk, 1993:81,
MacLaurin dan Wolstenholme, 2008:320-331, Wargeaa@u Deborah, 2006:45-60., Sugiama
2012).

Tabel 1.
Komponen Aset Kepariwisataan dalam Destinasi Wisata
Komponen Aset
Kepariwisataan Ragam Layanan
1. Atraksi wisata o Atraksi alam
e Atraksi budaya
e Atraksi minat khusus
2. Aksesiblitas e Melalui darat
e Melalui laut
e Melalui udara
3. Ameniti o Akomodasi
e Transfer di destinasidcal
transpor
4. Ansilari e Pemerintah
e Perusahaan swasta
e Asosiasi kepariwisataan

Attraction atau atraksi wisata disebut dari daya tarik wisedalah suatu objek yang
memiliki daya tarik bagi seseorang untuk menikmaényaksikan objek tersebut, sehingga ia
tertarik untuk datang ke tempat di mana objek bwlsatan dapat dinikmatinya. Secara umum
ada tiga jenis atraksi wisata yakni: atraksi alamiral attraction3, atraksi budayac(ltural
attractiong atauman-madedan, atraksi minat khusus atspecial attractiongSugiama, 2011).
Amenities meliputi serangkaian fasilitas untuk memenuhi keban akomodasi atau
accommodation(tempat penginapan), penyediaan makanan dan mmustau food and
beverage outleistempat hiburangntertainment tempat-tempat perbelanjaaretéiling) dan
layanan lainnya seperti kebutuhan penunjang untesetlatan, perbankan, dan keamanan
(Sugiama, 2011).
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Ancillary servicesmencakup keberadaan berbagai organisasi untuk aséitaisi dan
mendorong pengembangan serta pemasaran keparamsaéstinasi bersangkutan. Beberapa
organisasi dalam ansilari antara lain pihak penthifmisal departemen kepariwisataan, dinas
pariwisata), asosiasi kepariwisataan (antara ls@siasi pengusaha perhotelan, bisnis perjalanan
wisata, pemandu wisata). Setiap kawasan wisataageknkawasan wisata agro perlu dikelola
organisasi dan didukung berbagai pihak. Sebuah@a@s pengelola destinasi atau kawasan
wisata dapat berupa perusahaan berbadan hukurbexttuk lainnya (Wargenau dan Deborah,
2006:52, Sugiama, 2011).

Proses pelayanan dalam pariwisata memerlukan dexiangaktivitas yang itu mencakup
banyak pihak. Masing-masing pihak berinteraksi mantaisatawan dengan para penyedia
layanan kebutuhan wisatawan (pemasok), pemerirdddmgpat di mana wisatawan tinggal,
pemerintah setempat di mana wisatawan mengadakgtapennya, para penduduk di tempat
tujuan wisata, bahkan perguruan tinggi dan lembpgadidikan lainnya, organisasi non
pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (L3Myeka semua berupaya saling
mengaitkan kegiatannya untuk melakukan layananwagitawan. Hubungan di antara mereka
secara diagramatik dicerminkan oleh Gambar 2.

Host
communities
= e Host
Tourists /- . T\ government

Origin Tourism business

government

Universities
NGOs S -
o =

"-.._\/

Community college

Gambar 2.
The Tourism Stakeholders Syst@hteaver dalam Sugiama, 2011:30)

Masing-masing pihak memiliki peranan yang berbeeldabsesuai dengan kapasitas dan
kapabilitasnya. Wisatawan adalah pihak yang menikrggyanan kepariwisataan, adapun
masyarakat setempahdst communily adalah masyarakat lokal yang dapat menyediakan
berbagai layanan yang dibutuhkan wisatawan. Petabrgetempat memegang peranan penting
terutama dalam membuat regulasi dan mengendaléwan siengawasi kepariwisataan di mana
kawasan wisata itu berada. Berbagai bisnis kepsaba@n antara laitour operators travel
agent transportasi dan lain-lainnya dari memiliki kdbtrsi tinggi dalam mengembangkan
kepariwisataan. Universitas sangat penting dalammcipgakan lulusannya sebagai tenaga
terampil dan ahli dalam kepariwisataan berbagau ilpengetahuan serta penelitian banyak
dilahirkan Dari universitas yang mengkaji keparatéan. Demikian pulaommunity college
dapat berperan dalam menghasilkan tenaga terangddlun pemberian kursus-kursus dan
pelatihan kepariwisataamNon Government OrganizatiofNGO) seperti Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) setempat dapat membantu dalam noanekan dan mengendalikan
kepariwisataan yang berkembang. Sedangkan penterietapat asal wisatawan terutama
berperan penting dalam mendukung atau memfasiligsijalanan wisatawan misal
menyediakan perizinan perjalanan dan lainnya.

Sebagaimana dicerminkan Gambar 2, terdapat 8 yiwads berkontribusi dan turut serta
dalam kepariwisataan. Pemerintagpernmer)t perguruan tinggi university, dan industri
terdapat di dalamnya. Ketiga pihak ini pada dasamgnjadi pihak yang sangat besar perannya
dalam pengembangan setiap destinasi atau tempatawsebagaimana dikenal daldmiple
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Helix. Interaksi ketiga pihak yakni Akademia-Industry-Governmentmasing-masing
berkontribusi dalam kapasitas dan kapabilitas umigknajukan pembangunan. Mowery dan
Sampat (dalam Martin, 2011:16) menyatakan bahwavéusitas dan industri menjadi mitra
yang sangat kuat untuk dapat mempengaruhi pemeridtddam merumuskan kebijakan”.
Berbagai program dapat dilakukan bersama untuk ipedken keterpaduan antara tiga pihak
tersebut antara lain penempatan siswa/mahasiswsmpatan pengajar di industri dan
pemerintah, penempatan staf dari industri di pergurtingggi dan pemerintah, pertukaran
pengalaman, mengadakan riset bersama, pengembpraghuk yang diwadahi dalam program
Research and Developmeatau R&D di antara tiga pihak dimaksud (Etzkowdan Loet,
2000:109., Martin, 2011). Aplikasiriple Helix dapat dipilih satu di antara konfigurasi yang
cocok dalam lingkungan negara atau daerah bersemgkBentuk konfigurasi model kebijakan
(policy modél yang tersedia yakni 1An etatistic model of university—industry—governtne
relations.,2) A “laissez-faire” model of university—industry—~ggrnment relationsdan 3)The
Triple Helix Model of University—Industry—Governm&elations

Model pertama disebut dari ModHliple Helix | sebagaimana ditunjukkan Gambar 3.

State

Academia

Gambar 3.
An Etatistic Model of University—Industry—GovernimBelations
(Sumber: Etzkowitz dan Loet Leydesdorff, 2000:111)

Pada model ini pemerintah memiliki fungsi kendangat kuat terhadap akademi dan
industri, serta pemerintah secara langsung mengkaag&eduanya. Pemerintah dari memiliki
kendali kuat untuk mengatur hubungan antara peaguriinggi dengan industri. Kondisi
demikian diterapkan di negara sebagaimana dahulundiSoviet dan negara-negara sosialis
lainnya. Selain itu model demikian dari diterapkdn beberapa negara yang peranan
pemerintahannya sangat tinggi untuk mengendalikabumgan perguruan tinggi dengan
industri yang masih lemah sebagaimana di negararaggmerika Latin, serta di negara-negara
lain di Eropa misal Norwegia (Etzkowitz dan Loetydesdorff, 2000:111). Pada model
kebijakan kedua yang disebldissez-faire” modelatauTriple Helix Il mencerminkan adanya
institusi yang terpisah dengan jelas antara peeguringgi, industri dengan pemerintah.
Masing-masing institusi dipisahkan oleh kerangkgase sehingga memiliki pemisah yang
sangat kuat dan tegas di antara institusi bersaaglagbagaimana dicerminkan Gambar 4.
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__________ Academia

Gambar 4.
A “Laissez-Faire” Model of University—Industry—@ernment
Relations(Sumber: Etzkowitz dan Loet Leydesdorff, 2000:111)

Pada konfigurasi ini hubungan antara akademia deimghustri dan dengan pemerintah
memiliki hubungan yang sangat terbatas atdghly circumscribed relationsHal ini
dicerminkan oleh garis putus-putus antara ketigétusi bersangkutan. Beberapa negara yang
menerapkan konfigurasi ini antara lain Swedia danedka Serikat (Etzkowitz dan Loet
Leydesdorff, 2000:111). Model kebijakan ketiga atidlhe Triple Helix Model of University—
Industry—Government Relationy@ng dari disebuTriple Helix 1ll. Pada model kebijakan ini
hubungan antara ketiga institusi melahirkan ataunbemtuk organisasi yang merupakan
hibrida dari 3 unsur kapasitas serta kapabilitaagyaisebuttri-lateral network hybrid
organizationssebagaimana dicerminkan Gambar 5.

Tri-lateral network and hybrid organization
A b4

Gambar 5.
The Triple Helix Model of University—Industry—Gonerent
Relations(Etzkowitz dan Loet Leydesdorff, 2000:111)

Pihak perguruan tinggi dengan industri dan pemehem masing-masing berkontribusi
untuk secara bersama-sama membangun infrastrukhgepahuankfowledge infrastructuje
yang sama-sama dimiliki sebagaimana digambarkam alerlappingantar tiga pihak (irisan
antar lingkaran) dalam Gambar 5 (Etzkowitz dan Laeydesdorff, 2000:111). Jika
dibandingkan antardriple Helix | denganTriple Helix Il dapat dilihat bahwa pada Model |
pemerintah sangat kuat berperan mengendalikan pergaruan tinggi dan industri, sedangkan
dalam Model Il akademi, industri dan pemerintah mi&mhubungan terbatas dan jika terjadi
hubungan maka ketiga pihak berhubungan secaratasrbadapun pada Model Ill hubungan
sangat erat antar ketiga institusi yakni antaradelkda, industri dengan pemerintah. Ketiga
institusi ini membentuk organisasi hibrida yang wuwlndari kekuatan bersama sehingga
melahirkan organisasi hibrida yang terhubung dge tinsur utama atau disebuti-lateral
network hybrid organizatiorigEtzkowitz dan Loet Leydesdorff, 2000:111).
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Pengembangan kepariwisataan memerlukan dukunganbdeagam pihak termasuk
kontribusi dari akademia, industri dan pemerindeéver, 2000:3). Khususnya untuk melayani
kebutuhan wisatawan di antaranya diperlukan peaykegianan pemasaran perjalanan wisata,
layanan transportasi, akomodasi, penyediaan atveiksita, layanan makanan dan minuman.
Seluruh kebutuhan ini disediakan oleh industri. gzenkata lain pihak-pihak tersebut ditujukan
sebagai penyedia fasilitas bagi wisatawan #taufacilities created to cater for their needs
Dalam sistem kepariwisataan terlihat dengan jetsanan industri dan pemerintah serta dengan
lingkungannya sebagaimana dicerminkan Gambar BwiBata mencakup berbagai subsistem
yang masing-masing saling berhubungan, bersatu pastabentuk kerjasama yang sinergis
khususnya untuk melayani kepentingan wisatawan.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengatode yang dipilih adalatontent
analysis terhadap berbagai data sekunder yang dihimpun.b&urdata yang jadi bahan
kajiannya adalah Dari data sekunder (Sugiama, 2@&pn sekunder yang diperlukan adalah
berasal dari berbagai dokumen yang diunduh dararisgsi atau institusi terkait dengan
pengembangan kepariwisataan. Sebagaimana dinyatitam ModelTriple Helix ada tiga
pihak yang dielaborasi kontribusinya bagi kepamasan. Ketiga pihak tersebut masing-masing
berperan sebagaimana dinyatakan Leydesdorff yalimakp Akademia-Industri-Pemeritah
(Leydesdorff, 2000, Sugiama, 2012a).

Sumber data sekunder dari institusi pelaku kepaataan di Perguruan Tinggi terutama
diambil dari perundang-undangan yang terkait danyayegkut daya dukung perguruan tinggi
terhadap pengembangan kepariwisataan. Adapun dekander dari industri terutama
bersumber dari aturan yang ditujukan pada para auspbrusahaan dalam industri
kepariwisataan. Sedangkan dari Pemerintah data ymmging dikaji adalah perundang-
undangan yang terkait dan berkenaan dengan kepatasin. Variabel yang dielaborasi dalam
studi ini mencakup 3 variabel laten yakni 1) Initxss Peran serta Perguruan Tinggi, 2)
Intensitas Peran serta Industri, dan 3) Intendt#@sn serta Pemerintah. Pengukuran variabel
tersebut dilakukan melalui analisis konten atauntent analysigerhadap sumber normatif
utama yakni perundang-undangan yang berlaku skatasgy (2012) di Indonesia. Sumber data
sekunder dari UU tersebut meliputi UUD 45, UU No T&hun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi, dan UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariveigat

Has| dan Pembahasan

Mengacu pada rumusan masalah yang diajukan sebgurgakni terdapat dua
pertanyaan, berikut ini disajikan paparan untuk jmeab kedua pertanyaan dimaksud. untuk
menjawab pertanyaan masing-masing selain didakarikasil kajian teori dari dilandasi oleh
data yang diperoleh Dari sumber sekunder.
JenisModd Triple Helix yang Cocok

Berkenaan dengan pertanyaan pertama yakni: “jendehTriple Helix manakah yang
tepat diterapkan untuk mengembangkan kepariwisatafmdonesia,” maka perlu dipaparkan
data sekunder mengenai “Intensitas Peran Sertauf@@rg Tinggi, Industri maupun
Pemerintah”. Pada ayat (1) Pasal 33 BAB XIV UUDI3%inyatakan sebagai berikut: “(1)
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama beatasaasas kekeluargaan.” Dari pada
pernyataan tersebut, tercermin dengan jelas badegala usaha termasuk usaha kepariwisataan
yang diorientasikan untuk meningkatkan kehidupan #asejahteraan perekonomian tentu
mengacu pada usaha bersama. Kata “usaha bersarkahdasi bahwa, semua potensi yang
tersedia dan yang dapat disediakan perlu dilakuledam kerangka kerja dan upaya bersama-
sama yang artinya dalam wahana demokratis. Penedasaha bersama” dari ditekankan
secara tersurat dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 Tgrik@pariwisataa. Pada ayat (3) Pasal 1
UU No 10 tersebut dinyatakan dengan tegas bahwd: Rariwisata adalah berbagai macam
kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitatgadayanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Mengacu pada pernyataan ayat (3) Pasal 1 UU Noi &fad tercantum dengan sangat
tegas dan jelas bahwa pariwisata itu perlu didukaygnan yang disediakan oleh pihak: 1)
Masyarakat, 2) Pengusaha, 3) Pemerintah. Jikalddari alur pihak mana saja yang menjadi
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pendukung kepariwisataan pihak pertama adalah ma@ta Pihak masyarakat adalah
penduduk setempat, dan masyarakat luas. Pengenmbpagwisata di Indonesia sebagaimana
dinyatakan dalam penjelasan UU No 10 tahun 2009vaahpembangunan pariwisata itu ...

pada dasarnya harus berorientasi dan bertumpu &epadsyarakat, dan bersifat

memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbapek,aseperti sumber daya manusia,
pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan tekndetgrkaitan lintas sektor, kerja sama
antar negara, pemberdayaan usaha kecil, sertautagggwab dalam pemanfaatan sumber
kekayaan alam dan budaya.”

Selanjutnya pihak kedua yang turut serta mendulkapgriwisataan adalah pengusaha
sebagaimana dinyatakan dalam ayat (3) Pasl 1 UUN®ahun 2009. Selanjutnya pada ayat
(8) Pasal 1 ditegaskan dengan jelas bahwa: “Pehgu$mriwisata adalah orang atau
sekelompok orang yang melakukan kegiatan usahavipatd.” Hak pengusaha pariwisata
ditegaskan pada Pasal 22 UU No 10 Tahun 2009, adkgwajiban pengusaha pariwisata
dinyatakan secara rinci dan jelas sebagaimana d&lasal 26 UU No 10 Tahun 2009.
Khususnya untuk pihak pemerintah baik pemerintatapmaupun pemerintah daerah secara
normatif dalam kepariwisataan dinyatakan dalam IP2Z8aUU Nomor 10 tahun 2009 yang
secara umum dapat disimpulkan bahwa pemerintah likenkewenangan mengatur
kepariwisataan nasional. Hal ini berarti bahwa,ypenon seluruh kebijakan yang mengatur
kepariwisataan nasional ialah pemerintah.

Jika ditarik sebuah hubungan holistik antara pesigaigpariwisata dengan pemerintah
maka kedua belah pihak memiliki fungsi integratiEbkrsamaan dalam membangun
kepariwisataan sebagaimana dimaksudkan dalam UU 100 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan tersebut. Gambar 5 menujukkan satsstatif bahwa antara kedua pihak
dimaksud memiliki fungsi kebersamaan. Pihak indus&mberikan masukkan pada pemerintah
dalam merumuskan berbagai kebijakan kepariwisaseadgngkan di sisi lain industri menjadi
subjek atau pelaku dalam usaha kepariwisataan yesigai dengan regulasi yang dikeluarkan
pemerintah.

Perguruan tinggi (Akademia) memiliki peran pentaamam mendukung kepariwisataan
khususnya dengan fungsi perguruan tinggi dalam aerjan “Tri Darma Perguruan Tinggi”
yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, Pengabdiadapmasyarakat. Ketiga tugas dan fungsi
perguruan tinggi di atas ditegaskan secara tegagetis dalam UU Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan dan pengajapenelitian serta pengabdian pada
masyarakat dapat diwujudkan antara lain untuk meoa kepariwisataan. Hal ini dari sejalan
dengan yang dicerminkan Gambar 2 di atas yang rikagatentang The Tourism
Stakeholders Systenfdalam Sugiama, 2011:30), berbagai pihak bersadu pdalam
mengembangkan kepariwisataan. Dengan demikiannsp&nerintah dan industri perguruan
tinggi atau (akademia) dari memiliki peranan pemilalam kepariwisataan. Antara perguruan
tinggi (akademia) dengan pemerintah memiliki hulumintegratif sebagaimana dicerminkan

Jaringan Akademia-
Pemerintah dan
Organisasi Hibrida
Rl(epariwisataa‘n

Jaringan Industri-
Pemerintah dan
Organisasi Hibrida
kl(epariwisatagn

Jaringan Akademia-
Pemerintah dan
Organisasi Hibrida
Kepariwisataan,

Akademia

Akademia

Hubungan Integratif Akademia-Industri-Pemerintakach Kepariwisataan (Adaptasi

Gambar 6.

dari Etzkowitz dan Loet Leydesdorff, 2000:111)
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Gambar 6. Selanjutnya antara pengusaha dengan pkedtemia dari perlu memiliki satu
kesatuan dalam mengembangkan kepariwisataan. Riadad perguruan tinggi dapat bersatu
padu memberikan masukkan kepada pemerintah untukgengangkan kepariwisataan
sebagaimana dicerminkan dalam Gambar 6. Jika arttgea pihak Akademia-Industri-
Pemerintah membangun jaringan kenat{vorking dan membangun organisasi hibrida secara
holistik, maka kepariwisataan yang dikembangkannaki&capai sinergis sesuai harapan.
Keterpaduan antara ketiga pihak tersebut dicermirgeagaimana dalam Gambar 6. Dengan
demikian jenis modellriple Helix yang tepat bagi kepariwisataan Indonesia adaladeMo
Triple Helix 1l atau disebut The Triple Helix Model of University—Industry—Gomerent
Relations’

Peran Akademia-Industri-Pemerintah

Pertanyaan kedua dalam kajian ini adalah “Perarsajpkah untuk mengembangkan aset
kepariwisataan yang perlu dilakukan oleh masingimgaspihak Akademia-Industri-
Pemerintah.” Dari pada data sekunder sebagaimamnetdkan dalam UU tersebut meliputi
UUD 45, UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan @ingan UU No 10 Tahun 2009
Tentang Kepariwisataan, baik secara tersurat mawypgung tersirat dapat diungkap bahwa
masing-masing pihak Akademia-Industri-Pemerintahmitiki peran yang berbeda namun
untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan utgaadalah untuk mengembangkan aset
pariwisata. Akademia atau perguruan tinggi sesusngdn fungsi dan tugas pokoknya
menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimdtegatkan dalam ayat (8) Pasal 1 UU
Nomor 12 tahun 2012 yang secara eksplisit dinyatakaridharma Perguruan Tinggi yang
selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban uraemn Tinggi untuk menyelenggarakan
Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masia’ Pada ayat (1) Pasal 1 UU Nomor
12 Tentang Pendidikan Tinggi dari ditegaskan balyaag dimaksud dengan pendidikan
adalah: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terenoank mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara raktifigembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendatiaiy kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinpasyarakat, bangsa, dan negara.”
Pernyataan pada ayat (1) di atas tentu bermakwvansal, artinya pendidikan ditujukan untuk
beragam disiplin keilmuan termasuk untuk keparitgiga. hal sama sejalan dengan pendapat
Weaver yang menyatakan bahwa perguruan tinggi riéméran penting dalam kepariwisataan
(Weaver dalam Sugiama, 2011:30).

Selanjutnya dalam ayat (10) Pasal 1 UU Nomor 18rta012 dinyatakan secara tegas
mengenai penelitian: “Penelitian adalah kegiatamgydilakukan menurut kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informdata, dan keterangan yang berkaitan
dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabawg péngetahuan dan teknologi.”
Perguruan tinggi atau Akademia memiliki fungsi dagas pokok melaksanakan penelitian
untuk memperoleh informasi, data, dan keterangag p&rkaitan dengan pemahaman dan/atau
pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan tefinderkenaan dengan hal tersebut, tentu
saja pihak akademia dapat berkontribusi bagi pebgagaen kepariwisataan di Indonesia. Hasil
penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai sakn sumber utama antara lain untuk
penyusunan kebijakan atau aturan mengenai kepatawis.

Khusus untuk peran perguruan tinggi dalam pengaljpbala masyarakat, pada ayat (11)
Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2012 dinyatakan: “Pengab#epada Masyarakat adalah
kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan linemgBtahuan dan Teknologi untuk
memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdeskmlupan bangsa.” Peran perguruan
tinggi dalam memajukkan kepariwisataan dapat didkgm melalui pengabdian pada
masyarakat dengan cara memanfaatkan IPTEK. PenanfHlr EK tersebut tentu saja dapat
menjadi wahana dalam menunjang kehidupan masyadsiaim kepariwisataan. Kontribusi
tersebut dapat secara langsung atau tidak landsmgigndustri dan pemerintah yang tercermin
pada gambar dibawabh ini.
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Jaringan tiga pihak dan
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Gambar 7.
Model Triple Helix Akademia-Industri-Pemerintah dalam Pengembangamafieigataan
(Adaptasi Dari: Etzkowitz dan Loet Leydesdorff, RODL1)

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan bahasan di atas dapat dinyatakan babwantara Akademia-Industri-
Pemerintah dapat menerapkan jenis Modeiple Helix 1l untuk pengembangan aset
kepariwisataan, atau disebut Moddlriple Helix Akademia-Industri-Pemerintah dalam
Pengembangan Kepariwisataan di Indonesia. 2) darara berlaku di Indonesia, masing-
masing pihak dapat berperan dan berkontribusi bdragi pengembangan aset kepariwisataan
sesuai kapasitas dan kapabilitas pihak AkademiastndPemerintah. Pihak perguruan tinggi
dapat bersama-sama dengan industri dan dengan ip&hermengkaji permasalahan
kepariwisataan, merumuskan kebijakan dan meneragkan

Masing-masing pihak yakni akademia-industri-pentatinperlu menyadari sepenuhnya
pentingnya bekerja sama sinergis dalam pengembaamgdrkepariwistaan. Setiap pihak dapat
menempatkan diri sesuai aturan berlaku terutamagséinana dimaksudkan UU No 12 Tahun
2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan UU No 10 TaB0@9 Tentang Kepariwisataan. Pihak
Akademia dapat berkontribusi sesuai dengan tugasfudagsi pokok perguruan tinggi yakni
bertumpu pada wahana Tridarma Perguruan Tinggi.ilkd@mpula industri dapat berkontribusi
sebagai pemangku kepentingan pemenuhan layanan sewaga langsung bagi wisatawan.
Sedangkan pihak pemerintah yang berperan sebagditafar kepariwisataan terutama
berfungsi menjadi regulator kepariwisataan di Irekda. Fungsi bersama ketiga pihak
Akademia-Industri-Pemerintah dapat bersatu padiedrated terutama dalam merumuskan
kebijakan kepariwsataan yang kondusifjian ini sangat terbatas pada data sekunder yang
bersumber Dari perundang-undangan yang menyangkarikvisataan. Tentu saja akan sangat
menarik jika di masa datang dapat dikaji secarairdmmenggunakan pendekatan penelitian
kuantitatif dan/atau kualitatif dengan mengkajiikoperta tema yang sama mengenai aplikasi
Triple Helix Modeluntuk pengembangan aset kepariwisataan.
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